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1.1 Gambaran Objek Penelitian
Dinas Perhubungan Komunikas dan Informatika (Dinhubkominfo) provinsi
Jawa Tengah merupakan kantor pemerintah yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan, Komunikas
dan Informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008
Pasal 2 tentang Pembentukan UPP maka ditetapkan bahwa Unit Pelayanan
Perhubungan Wilayah Kebumen merupakan salah satu dari sepuluh Unit
Pelayanan Perhubungan di Provins Jawa Tengah. UPP Wilayah Kebumen ini
merupakan bagian dari Dinhubkominfo Jawa Tengah yang membantu fungs
Dinhubkominfo di Wilayah Kebumen.

1.1.1 Bidang Usaha
UPP Wilayah Kebumen menjalankan kegiatan pokok dan fungsi
Dinhubkominfo Jawa Tengah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. UPP Wilayah Kebumen memiliki tiga unit kerja yaitu pada wilayah
Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen itu
sendiri.

Unit Kerja terletak di Kecamatan Butuh Kabupaten Purworegjo dan
Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Keduanya berbentuk Jembatan
Timbang. Jembatan Timbang merupakan fungsi dari bagian Pengawasan
dan Operasional (Wasops) UPP Wilayah Kebumen. Berikut Kegiatan yang
ada pada Jembatan Timbang
1. Pengawasan pada angkutan barang

Memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan muatan
Pengawasan dimensi muatan
Memeriksa kelengkapan fisik kendaraan muatan

o A~ WD

Membantu fungsi dan tugas pokok UPP Wilayah Kebumen
Sedangkan Unit Kerja yang berada di Kabupaten Kebumen berbentuk



UPP Wilayah Kebumen yang merupakan pusat dari segala pengurusan
kepentingan bidang perhubungan dari wilayah Purworejo, Cilacap dan
Kebumen itu sendiri. Berikut Kegiatan yang dilakukan oleh UPP Wilayah
Kebumen

1. Menyigpkan bahan pelaksanaan kegiatan penunjang bidang
perhubungan seperti  Penerbitan Kartu Pengawas dan Kartu Jam
Perjalanan, ljin Insidentil, dan Trayek

Monitoring dan pelaporan kegiatan Pelayanan Penunjang

Monitoring kelayakan rambu-rambu lalu lintas pada Wilayah Kebumen
Pengawasan pada setiap unit kerja

o A~ WD

Mengatur administrasi para pegawai UPP Wilayah Kebumen serta
kantor.

1.1.2 Visi dan Misi
A.Vis
Terwujudnya pelayanan dan pengembangan Perhubungan, Komunikasi,
Publikasi, Informasi dan Telematika yang efektif, efisen di Provins
Jawa Tengah.
B. Misi
a Meningkatkan  aksesibilitas,  kapasitas,  kualitas  dalam
penyelenggaraan jasa perhubungan
b. Menciptakan sistem pelayanan perhubungan yang aman, nyaman
dan selamat
C. Meningkatkan peran transportass dalanm mempercepat lgu
pertumbuhan Jawa Tengah dengan sarana, prasarana dan jaringan
transportasi yang handal, optimal dan terintegrasi
d. Mewujudkan jasatranspotasi yang kompetitif dan berkelanjutan
e. Meningkatkan kapasitas layanan komunikasi, informasi serta kerja
sama kemitraan untuk mewujudkan masyarakat berbasis informas
f. Mendorong pemanfaatan telematika dalam rangka peningkatan
layanan publik.



1.1.3 Lambang Dinas Perhubungan
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Gambar 1.1
L ambang Dinas Perhubungan
Sumber : http://www.sumsel prov.go.id (diakses 15 April 2013)
Makna Lambang (Lampiran 1)

1.1.4 Struktur Organisas dan Job Description UPP Wilayah Kebumen
Struktur Organisasi dan Job Description UPP Wilayah Kebumen
(Lampiran 2)

1.2 Latar Belakang
Sumber daya manusia merupakan salah satu modal penting bagi organisasi
karena pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk berkembang.
Menurut Thomas Stewart dalam Talukdar (2008:1), Intellectual Capital dibagi
menjadi tiga yaitu human capital (modal manusia), Structural capital (modal
struktural), dan Relational capital (modal suplier dan pelanggan).
Dalam eraglobalisasi ini, tidak dipungkiri bahwa suatu organisasi baik dalam


http://www.sumselprov.go.id

skala besar maupun kecil menginginkan perkembangan pesat dan memiliki
performa yang tinggi untuk mencapai tujuan utama. Oleh karena itu, keberadaan
unsur sumber daya manusia yang mampu berkompetis menjadi suatu hal yang
utama.

Menurut Hasibuan (2012:193)

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena
semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat
dicapai. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab
seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini
mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan
perusahaan, pegawal dan masyarakat.

Kedisiplinan pegawai merupakan salah satu kunci pokok manajemen sumber
daya manusia dalam pencapaian target suatu organisasi. Menurut Hasibuan
(20012:112) “Pegawai harus disiplin pada dirinya, tugas-tugasnya, serta mentaati
peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun kebiasaan. Disiplin
pegawal sangat penting karena hanya dengan kedisiplinan memungkinkan
perusahaan dapat mencapai hasil yang optimal.”

Kinerja (prestas kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seorang pegawal dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2007:67)

Dengan Kinerja yang baik yang dihasilkan dari para pegawai, maka suatu
organisasi dapat dengan mudah berkembang sesuai dengan sasaran organisasi.
Pegawal yang mampu mengerjakan beban kerja dengan menghasilkan realisas
kerjayang lebih tinggi maka pegawai tersebut memiliki kinerjayang tinggi.

Sebagal bagian dari lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika, Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah
Kebumen memiliki standar, peraturan, kebijakan serta prosedur kerja yang harus
dilaksanakan oleh setiap pegawai.

Seluruh pegawai UPP Wilayah Kebumen adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang mana prosedur, peraturan, tujuan, serta vis dan misi kerja dibentuk oleh
pemerintah negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, PNS
sebagal tulang punggung dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan
pembangunan sehingga diharuskan menjadi contoh dan teladan masyarakat. Salah



satunya adalah kedisiplinan dalam bekerja serta mematuhi peraturan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumirat selaku kepala Seksi Pelayanan
pada tanggal 2 April 2013, disiplin pegawa tidak hanya mempengaruhi
keberhasilan pencapaian target semata, akan tetapi juga mempengaruhi
keberlangsungan tugas pokok serta fungsi UPP Wilayah Kebumen. Kedisiplinan
terhadap waktu kerja, pemakaian atribut secara lengkap serta kelengkapan
administras pegawai merupakan beberapa contoh dari pencerminan disiplin
pegawai UPP Wilayah Kebumen. Untuk pengawasan disiplin pada UPP Wilayah
Kebumen mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah UPP Wilayah
Kebumen memuliki dua kantor jembatan timbang yang terbagi dalam dua
wilayah yaitu di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, dan Kecamatan Butuh,
Kabupaten Purworgjo. Karena letaknya terpisah dari kantor UPP Wilayah
Kebumen, menyebabkan pengawasan yang tidak intensif dari kantor UPP
Wilayah kebumen. Sehingga, memungkinkan adanya pegawai yang tidak disiplin
terhadap jam kerja sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja dari
pegawai negeri sipil pada UPP Wilayah Kebumen.

Berikut adalah tabel prosentase kehadiran UPP Wilayah Kebumen tahun 2012

TABEL 1.1
PROSENTASE KEHADIRAN PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH (UPP WILAYAH
KEBUMEN) TAHUN 2010-2012

N BULAN KEHADIRA KEHADIRA KEHADIRA
O N (%) N N
2010 (%) (%)
2011 2012
1 | JANUARI 92,26 92,83 94,27
2 | FEBRUARI 95,23 94,38 93,18
3 | MARET 93,17 95,63 93,60
4 | APRIL 94,65 92,32 95,31
5 | MEI 93,81 94,42 94,73
6 | JUNI 95,43 92,27 93,72
7 [JULI 93,18 93,18 93,53
8 | AGUSTUS 94,16 96,63 98,55




9 | SEPTEMBE 98,71 96,15 92,84
R

10 | OKTOBER 93,42 93,20 94,23

11 | NOPEMBER 94,60 93,70 93,36

12 | DESEMBER 93,30 94,26 94,23

RATA-RATA 94,33 94,08 94,29

Sumber: Data Kepegawaian Kantor UPP Wilayah Kebumen
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa kehadiran pegawai UPP
Wilayah Kebumen dari tahun 2010-2012 maka dikategorikan sangat baik
menurut prosentase penilaian kehadiran pegawai negeri sipil.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun

2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan bahwa setiap
kelebihan muatan mobil barang dapat diberikan ijin toleransi kelebihan muatan

setingginya 25% dari jumlah berat yang diijinkan (JBI) yang ditetapkan dalam

Buku Uji berkala dengan dikenakan sanksi denda, pendapatan pada kedua

jembatan timbang dengan hasil sebagai berikut :

TABEL 1.2
Pendapatan Sanksi Denda Pengendalian Muatan Angkutan Barang pada
Jembatan Timbang Butuh, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo dan
Jembatan Timbang Wanar g a, K ecamatan Wanar g a, Kabupaten Cilacap

Tahun 2010-2012
N Bulan 2010 2011 2012
o Realisas Realisas JT Realisas Realisasi JT Realisas Realisas JT
JT Wanarea JT Butuh Wanareja JT Wanarega
Butuh (%) (%) (%) Butuh (%)
(%) (%)
1 | Januari 89,05 90,09 0 0 0 0
2 | Februari 70,93 88,24 0 0 7251 108.95
3 | Maret 79,29 95,25 0 0 109.52 116.57
4 | April 86,52 99,40 0 0 105.42 117.66
5 | Mei 112,58 105,74 0 0 100.22 115.14
6 | Juni 117,85 102,28 0 0 104.18 112.84
7 | Juli 118,97 131,08 0 0 107.76 115.17
8 | Agustus 117,85 121,26 0 0 109.04 109.86




9 | September 40,79 48,01 0 0 107.89 108.47
1 | Oktober 121,06 111,18 0 0 88.52 80.56
0
1 | November 108,02 116,27 0 0 91.54 81.39
1
1 | Desember 128,89 124,86 0 0 73.66 75.55
2

Rata-rata 99,33 102,80 0 0 97.30 101.01

Sumber : Data Primer Seksi Wasops

Berdasarkan tabel 1.1.2 redlisas Jembatan Timbang Butuh dan Jembatan
Timbang Wanargja pada tahun 2011 kosong dikarenakan pada tahun 2011
diadakan revisi terhadap Perda Tahun 2002, sehingga seluruh Jembatan Timbang
di Jawa Tengah mengoperasikan Jembatan Timbang dengan menggunakan sistem
uji petik. Pada sistem uji petik ini pegawai mengenakan tilang/CPPPL dan
dikirim ke Pengadilan Negeri terhadap pelanggar muat angkutan. Kemudian
Perda No 1 Tahun 2012 diberlakukan mulai Februari 2012.

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target tahun 2012 dari Jembatan
Timbang Butuh dan Jembatan Timbang Wanargja mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2010.
TABEL 1.3
REALISASI PENERBITAN KP/KJP UPPWILAYAH KEBUMEN TAHUN
2010-2012
N | BULAN Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
0 BUS BUS BUS BUS BUS BUS
SEDAN | KECIL | SEDAN | KECIL | SEDAN | KECIL
G G G

1 | Januari 5 17 12 24 6 15
2 | Februari 11 33 3 24 13 6
3 | Maret 4 24 4 15 3 22
4 | April 5 36 8 25 3 12
5 | Mei 7 17 2 18 4 12
6 | Juni 5 16 16 25 7 24
7 | i 2 28 4 17 2 11
8 | Agustus 4 29 24 7 3 25
9 | Septembe 15 7 13 17 14 28

r
1 | Oktober 4 32 6 17 12 31
0
1 | Novembe 0 0 63 37 59 30
1 r
1 | Desembe 0 0 13 23 9 20
2 |r

JUMLAH 62 239 168 249 135 236




Sumber : Data Primer UPP Wilayah Kebumen

Kartu Perjalanan (KP)/Kartu Jam Perjalanan (KJP) berlaku untuk satu tahun
perjdanan bus. UPP Wilayah Kebumen khususnya bagian pelayanan dapat
menyelesaikan pembuatan KP/KJP selama empat hari dengan maksimal tujuh
hari penyelesaian pembuatan. Pada tabel 1.3 penerbitan KP/KJP tertinggi dicapal
pada tahun 2011. Pada tahun 2012 terjadi penurunan realisas KP/KJP
dibandingkan tahun 2011.

TABEL 14
REALISASI PENERBITAN IJIN INSIDENTIL UPP WILAYAH
KEBUMEN TAHUN 2010-2012

N BULAN Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
0 BB BS BK BB BS BK BB BS BK
1 | Januari 1 9 10 0 2 22 0 4 9
2 | Februari 8 11 19 1 6 26 0 4 20
3 | Maret 8 9 17 0 5 36 0 4 23
4 | April 12 22 34 0 4 19 0 2 21
5 | Me 8 24 33 0 5 18 0 10 30
6 | Juni 12 33 46 0 8 29 0 6 24
7 | i 18 40 61 1 15 41 0 6 23
8 | Agustus 4 18 24 2 26 108 24 48 146
9 | Septembe 55 153 | 269 17 43 132 1 10 41
r

1 | Oktober 8 16 24 0 5 12 6 8 26
0
1 | Novembe 0 0 0 0 16 56 8 14 51
10
1 | Desembe 0 0 0 0 2 8 14 6 20
2 r

JUMLAH 134 | 335 | 537 21 157 | 507 53 122 | 434

Sumber : Data Primer UPP Wilayah Kebumen

Keterangan :
BB : BusBesar
BS: Bus Sedang
BK: BusKecil

[jin Insidentil berlaku untuk satu kali perjalanan di luar trayek bus. Pegawai
UPP Wilayah Kebumen khususnya bagian Pelayanan dapat menyelesaikan
pembuatan surat Ijin Insidentil untuk perjalanan selama kurang dari satu hari
dengan maksimal dua hari penyelesaian. Pada tabel 1.4 penerbitan 1jin Insidentil
tertinggi dicapai pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan



penerbitan ljin Insidentil. Penurunan penerbitan Ijin Insidentil juga dialami pada
tahun 2012, akan tetapi pada penerbitan ljin Insidentil untuk bus besar mengal ami
peningkatan sebesar 32 ljin Insidentil dibandingkan tahun 2011. Penurunan
jumlah penerbitan Ijin Insidentil dikarenakan jumlah bus yang melakukan
pengurusan ljin Insidentil semakin berkurang.

Dalam penelitian terdahulu Rosita yang berjudul Hubungan Disiplin Kerja
dengan kinerja Karyawan pada restoran Ichi Bento Jalan Dr. Setiabudhi Bandung
menyatakan bahwa disiplin kerja mempunyai hubungan yang cukup kuat
terhadap kinerja karyawan pada Restoran Ichi Bento sebesar 50%.

Sedangkan menurut Maharani dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Disiplin
Kerjaterhadap Kinerja Pegawal Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, Informasi
dan Komunikas Provins Bali menyatakan bahwa Disiplin Kerja terbukti
mempunyai korelasi yang sangat kuat dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai,
dengan pengaruh sebesar 81%.

Dengan melihat beberapa fenomena dan hasil penelitian di atas maka, penulis
tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Disiplin Kerja terhadap
Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelayanan Perhubungan (UPP)
Wilayah Kebumen”.

1.3 Perumusan Masalah

Mendasari uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Seberapa Besarkah disiplin kerja Pegawal Negeri Sipil pada Unit Pelayanan
Perhubungan (UPP) Wilayah Kebumen?

2. Seberapa Besarkah kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelayanan
Perhubungan (UPP) Wilayah Kebumen?

3. Seberapa Besarkah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja Pegawa Negeri
Sipil pada Unit Pelayanan Perhubungan (UPP) Wilayah Kebumen?

1.4 Tujuan Pendlitian



Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Mengetahui disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelayanan
Perhubungan (UPP) Wilayah Kebumen.

b. Mengetahui kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelayanan Perhubungan
(UPP) Wilayah Kebumen.

Cc. Mengetahui besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai
Negeri Sipil pada Unit Pelayanan Perhubungan (UPP) Wilayah Kebumen.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antaralain:

a. Aspek Teoritis
Penelitian ini dapat bermanfaat untuk penambahan wawasan maupun bahan
referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam bidang yang
sama.

b. Aspek Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada Unit Pelayanan
Perhubungan (UPP) Wilayah Kebumen maupun kantor atau lembaga
pemerintahan manapun untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam
upaya meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui disiplin kerja.

1.6 Sistematika Penelitian
Secara struktur, penulisan skripsi ini mengikuti kaidah sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
Pada bab | beris mengenai tinjauan terhadap objek studi, latar belakang masalah,
perumusan masalah, penelitian, kegunaan penelitian dan sitematika penulisan
sKripsi.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab 11 berisi teori-teori yang mendukung penelitian dan kerangka teori.
BAB Il METODE PENELITIAN
Pada bab |11 beris mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan
penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan
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reliabilitas, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV beris hasil dan pembahasan mengenai karakteristik responden
dilihat dari berbagai aspek, membahas dan menjawab rumusan

masalah serta hasil perhitungan analisis data yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V ini beris mengenai kesimpulan hasil andisis, saran bagi UPP
Wilayah Kebumen dan saran bagi penelitian selanjutnya.
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